PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 82 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAS| ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka neni ngkat kan ki nerja pel aksanaan tugas

per encanaan penbangunan nasi onal jangka panjang, nenengah, dan
rencana kerja penerintah tahunan, naka di pandang perlu nenet apkan
Perat uran Presiden tentang Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal ;

Mengi
1.

2.

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nonor 104, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4421);

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- Undang Nonmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
Menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Penbangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2007 Nonor 33, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 4700);

Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana
Kerja Penerintah (Lenmbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2004 Nonor 74, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4405);

Peraturan Penerintah Nonor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian Negaral/ Lenbaga
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 75,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4406);
Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendal i an dan Eval uasi Pel aksanaan Rencana Penbangunan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nonmor 96,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesi a Nonor 4663);
Peraturan Penerintah Nonor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2006 Nonor 97, Tanbahan Lenbaran



Negara Republ ik I ndonesia Nonor 4664);

10. Peraturan Presiden Nonmor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik I|ndonesia, sebagainana telah beberapa kal
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 94 Tahun

2006;
11. Peraturan Presiden Nonmor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik

| ndonesi a, sebagai nana tel ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 17 Tahun 2007,

MEMUTUSKAN :
Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN PERENCANAAN PEVMBANGUNAN NASI ONAL
BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Badan Perencanaan Penbangunan Nasional, yang selanjutnya

di sebut BAPPENAS, adal ah Lenbaga Penerintah Non Departenen
yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Presi den.
(2) BAPPENAS di pi npi n ol eh seorang Kepal a.

Pasal 2
BAPPENAS nenpunyai tugas mnel aksanakan tugas penerintahan di bi dang
per encanaan penbangunan nasi onal sesuai dengan ket entuan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 2,
BAPPENAS nenyel enggar akan fungsi

a. penyusunan Rencana Penbangunan Nasi onal ;

b. koordi nasi dan perunusan kebijakan di bidang perencanaan
penbangunan nasi onal

C. pengkaji an kebijakan penerintah di bi dang perencanaan
penbangunan nasi onal ;

d. penyusunan program penbangunan sebagai bahan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
di | aksanakan bersanma-sana dengan Departenen Keuangan dan
Ment eri Negara Perencanaan Penbangunan Nasi onal ;

e. koor di nasi , fasilitasi, dan pel aksanaan pencari an
sunber - sunber penbi ayaan dalam dan luar negeri, serta
pengal okasi an dana untuk penbangunan bersanma-sama i nstansi
terkait;

f. koor di nasi kegi atan fungsi onal dal am pel aksanaan tugas
BAPPENAS

g. fasilitasi dan penbi naan t er hadap kegi at an I nst ansi

penerintah di bi dang perencanaan penbangunan nasi onal ;



h. penyanpai an | aporan hasil evaluasi, saran, dan pertinbangan
di bidang tugas dan fungsi nya kepada Presiden;

i penyel enggar aan penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi unmum di
bi dang perencanaan unum ket at ausahaan, organisasi dan
t at al aksana, kepegawai an, keuangan, kear si pan, hukum
per | engkapan dan rumah tangga.

BAB | |
ORGANI SAS

Bagi an Kesatu
Susunan Or gani sasi

Pasal 4

BAPPENAS terdiri dari

a. Kepal a;

b. Sekretariat U amg;

C. Deputi Bi dang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan;

d. Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan;

e. Deputi Bidang Kem skinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil
Menengabh;

f. Deputi Bi dang Ekonom ;

g. Deputi Bi dang Sunber Daya Al am dan Li ngkungan Hi dup

h. Deputi Bi dang Sarana dan Prasarana;

i Deputi Bi dang Pengenbangan Regi onal dan O onom Daerah;

J . Deputi Bi dang Pendanaan Penbangunan;

K. Deputi Bi dang Eval uasi Ki nerja Penbangunan

l.

| nspekt orat Ut ama.

Bagi an Kedua
Kepal a

Pasal 5

Kepala  BAPPENAS dij abat oleh  Menteri Negara Perencanaan
Penbangunan Nasi onal

Pasal 6
Kepal a nenpunyai tugas :
a. mem npi n BAPPENAS  sesuai dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan;
b. menyi apkan kebi j akan nasi onal dan kebijakan umum sesuai tugas
BAPPENAS;

C. nmenet apkan kebijakan teknis pel aksanaan tugas BAPPENAS yang
menj adi , tanggung j awabnya;

d. menbi na dan nel aksanakan kerjasama dengan instansi dan
organi sasi | ain.



Bagi an Ketiga
Sekretariat U anm

Pasal 7

(1) Sekretariat U ama adal ah unsur penbantu pinpi nan yang berada
di bawah dan bertanggungj awab kepada Kepal a.

(2) Sekretariat U anma dipinmpin oleh Sekretaris Ut ama.

Pasal 8
Sekretariat U ama nenpunyai tugas mnengkoordi nasi kan perencanaan
penbi naan, dan pengendal i an t er hadap progr am kegi at an,
adm ni strasi, dan sunber daya di |ingkungan BAPPENAS.

Pasal 9
Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di maksud dal am Pasal 8,

Sekretariat Ut ama nmenyel enggarakan fungsi :
a. koor di nasi kegi atan di |ingkungan BAPPENAS

b. penyel enggar aan pengel ol aan admi ni strasi unmum unt uk nendukung
kel ancaran pel aksanaan tugas dan fungsi di |ingkungan
BAPPENAS;

C. penyel enggar aan hubungan kerja di bidang adm ni strasi dengan

| enbaga terkait.

Bagi an Keenpat
Deputi Bi dang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan adal ah unsur
pel aksana sebagian tugas BAPPENAS di bidang sunber daya
manusi a dan kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggung
j awab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Sunber Daya Manusia dan Kebudayaan di pinpin
ol eh seorang Deputi .

Pasal 11

Deputi Bidang Sunber Daya Manusia dan Kebudayaan menpunyai tugas
nmel aksanakan perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasi onal di bi dang sunber daya manusia dan
kebudayaan.

Pasal 12

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 11

Deputi Bidang Sunber Daya Manusi a dan Kebudayaan nenyel enggar akan

fungsi

a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di
bi dang kesehatan dan gizi mnmasyarakat, agama dan pendi di kan
kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan perenpuan



kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan,
pari wi sata, penuda dan ol ah raga,;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bi dang kesehatan dan gi zi masyar akat , agama dan
pendi di kan, kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan
per enpuan, kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta
kebudayaan, pariw sata, penuda dan ol ah raga;

C. per unusan kebi j akan perencanaan penbangunan nasional d
bi dang kesehatan dan gi zi nasyarakat, agama dan pendi di kan

kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan perenpuan
kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan,
pariw sata, penuda dan ol ah raga,;

d. penmant auan, eval uasi , dan analisis pelaporan tentang
pel aksanaan perencanaan penbangunan nasional di bi dang
kesehatan dan gi zi masyar akat , agama dan pendi di kan,

kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan perenpuan
kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan,
pariw sata, penuda dan ol ah raga,;

e. pel aksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan penbangunan
nasi onal di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agana dan
pendi di kan, kependudukan, keluarga berencana, penberdayaan
per enpuan, kesej ahteraan dan perlindungan anak, serta
kebudayaan, pariw sata, penuda dan ol ah raga.

Bagi an Kel i ma
Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan adal ah
unsur pel aksana sebagi an tugas BAPPENAS di bidang politik,
hukum pertahanan dan keamanan yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepal a.

(2) Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keananan
di pi npi n ol eh seorang Deputi .

Pasal 14

Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan mnenpunyai

t ugas nel aksanakan perunusan kebijakan dan pel aksanaan penyusunan
rencana penbangunan nasional di bidang politik, hukum pertahanan,
dan keamanan.

Pasal 15
Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 14,
Deput i Bi dang Politik, Hukum Per t ahanan, dan Keamanan
nmenyel enggar akan fungsi :
a. pel aksanaan penyusunan perencanaan penbangunan nasional di

bi dang hukum dan hak asasi manusi a, pertahanan dan keamanan,
politik dan komuni kasi, serta aparatur negara,;

b. koor di nasi dan sinkroni sasi perencanaan penbangunan nasi onal
di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan
keamanan, politik dan konuni kasi serta aparatur negara.



